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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu pilar penting sistem ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

perlindungan hukum terhadap pekerja, yang bertujuan untuk menjamin 

pemenuhan hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang adil 

dan harmonis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tentang 

hak-hak pekerja, yang merupakan aspek penting dari hukum ketenagakerjaan 

yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja.1  

Untuk mendukung opersionalnya, PT. Arka Jaya Bersama mempekerjakan 

karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Namun, baik perusahaan 

maupun pekerja seringkali tidak sepenuhnya memahami perlindungan hukum 

yang diberikan kepada pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT). Salah satu cara untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan 

adalah dengan melindungi para pihak, khususnya pekerja, melalui sistem 

hukum yang ada. Dengan kata lain, melindungi hak-hak pekerja dalam 

hubungan ketenagakerjaan.2  

Di tengah penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat tantangan 

besar dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja yang terikat 

                                                             
1Helwan Kasra, “Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Di Indonesia : Studi Uu No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum,” Sol Justicia 5, No. 1 (2022), 

Https://Doi.Org/10.54816/Sj.V5i1.484. 
2 Niru Anita Sinaga And Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja 

Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” Jurnal Teknologi Industri 6, No. 0 (2021). 
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dengan jenis perjanjian ini. Berdasarkan pengalaman di PT. Arka Jaya 

Bersama, beberapa isu yang muncul terkait PKWT adalah ketidak jelasan 

dalam hak-hak pekerja terhadap upah lembur, jaminan sosial, serta 

ketidakpastian status pekerja jika kontrak berakhir. Hubungan antara pekerja 

dan pengusaha seringkali tidak harmonis karena tuntutan yang diajukan pekerja 

yang tidak ditanggapi oleh pengusaha dengan berbagai alasan.3 Untuk 

memberikan keadilan dan perlindungan, undang-undang ketenagakerjaan 

diperlukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. 

Untuk skerja yang adil dan berkelanjutan, sangat penting untuk melindungi 

hak-hak pekerja. Menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia, salah satu jenis 

hubungan kerja yang diakui adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

Pemerintah mengizinkan sistem kontrak kerja waktu tertentu untuk mengurangi 

tingkat pengangguran.4 Jenis perjanjian ini mengikat pekerja dan pengusaha 

dalam jangka waktu yang terbatas, biasanya berdasarkan proyek atau periode 

tertentu. 

“Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama,” berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja.5  

                                                             
3 Helwan Kasra, “Keuntungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Diluar 

Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis,” Jurnal.Um-

Palembang.Ac.Id, 2020, 574. 
4Arifuddin Muda Harahap, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui Perjanjian 

Kerja Bersama, 2019. 
5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Secara keseluruhan, hak-hak pekerja harus dijaga. Hak-hak tersebut 

mencakup hak atas upah yang layak, hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk 

dan bergabung dengan serikat pekerja, perlindungan keselamatan dan 

kesehatan, hak untuk mendapatkan proses hukum yang sah, hak atas perlakuan 

yang setara, privasi pribadi, serta hak atas kebebasan berpendapat. Pekerja 

dibagi menjadi dua kategori, pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Hal ini 

didasarkan pada perjanjian pekerjaan, yang merupakan pedoman untuk ikatan 

kerja. Perjanjian pekerjaan mancakup masa tertentu dan masa tidak tertentu, 

yang berarti bahwa pekerja dianggap sebagai pekerja tidak tetap selama masa 

tertentu.6 

PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja 

yang  diberikan kepada karyawan untuk durasi waktu tertentu dengan tugas-

tugas yang telah ditetapkan. Perjanjian ini sering digunakan untuk pekerjaan 

musiman atau bagi karyawan kontrak yang masih dalam masa percobaan. Gaji 

dalam PKWT umumnya didasarkan pada tingkat kehadiran karyawan.7. Hanya 

jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, serta dapat diselesaikan 

dalam periode waktu yang ditentukan. Jenis pekerjaan ini bersifat sementara, 

pekerjaan musiman, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu kurang 

                                                             
6Jhoni Lie and Tundjung Herning Sitabuana, “Hak Pekerja Tidak Tetap (Outsourcing),” 

Serina Iv 1, no. 2 (2022). 
7“Peraturan Perundang-Undangan Terbaru,” Paralegal.id, n.d., 

https://paralegal.id/peraturan/. 
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dari tiga tahun, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, aktivitas 

baru, atau produk tambahan yang diperlukan untuk penyelesaiannya.8 

 Perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk menghapuskan praktik 

perbudakan serta menjamin bahwa mereka diperlakukan dengan lebih 

manusiawi. Tenaga kerja kontrak, dikontrak oleh perusahaan hanya untuk 

jangka waktu tertentu.9 Pekerja tidak tetap sering kali mendapat perbedaan hak 

dibandingkan pekerja tetap, karena setiap pekerja seharusnya mendapatkan hak 

yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dari pekerja tidak tetap 

merupakan tanggung jawab dari perusahaan, meliputi : 

1. Karyawan memiliki hak atas pelatihan kerja sebagai bagian dari 

kewajiban negara untuk mendukung pertumbuhan kemampuan dan 

potensi pekerjaan mereka. 

2. Perlindungan waktu kerja menurut dalam Pasal 77 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003. Pengusaha harus mendapatkan persetujuan pekerja 

sebelum mempekerjakan lebih dari jam kerja yang ditetapkan. Lembur 

tidak boleh lebih dari 3 jam sehari dan 14 jam dalam satu minggu. 

3. Perlindungan upah dan kesejahteraan mencakup kompensasi diberikan 

oleh perusahaan untuk karyawan sebagai imbalan atas tenaga kerja 

mereka, baik dalam bentuk uang tunai maupun produk. 

4. Pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kepada pekerja, menjaga moral dan etika, serta 

                                                             
8 “Halo Hubungan Kerja,” N.D., Https://Halohubungankerja. Kemnaker.Go.Id/ 

Pkwt_Faq.Php. 
9 Sudibyo Aji Narendra Buwana And Mario Septian Adi Putra, “Implementasi Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Pada PT X DI KOTA MALANG,” Jurnal Studi Manajemen Vol.9 (2015): 207. 
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memperlakukan mereka dengan menghormati martabat manusia dan 

nilai-nilai keagamaan.10 

Undang-Undang Tenaga Kerja diperlukan untuk memastikan terpenuhinya 

hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, sekaligus menciptakan keadilan 

dan perlindungan bagi tenaga kerja. Jika tidak ada kesepakatan kerja 

sebelumnya antara pekerja dan perusahaan, tidak ada hubungan antara 

keduanya.11 

Pada prinsipnya, perlindungan bagi tenaga kerja bertujuan untuk 

memastikan bahwa tenaga kerja diberi perhatian yang layak, baik oleh 

pemerintah maupun oleh pengusaha, sehingga mereka dihormati dan 

diperlakukan dengan lebih kemanusiaan. Hukum ketenagakerjaan mencegah 

diskriminasi di tempat kerja berdasarkan status sosial, ras, jenis kelamin, atau 

agama. Ini memastikan bahwa pekerja memiliki kesempatan yang sama dan 

diperlakukan dengan adil.  

Hukum ketenagakerjaan dibuat dengan tujuan untuk mengimbangi 

hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha sehingga tercipta hubungan 

yang positif dalam bisnis yang menguntungkan semua pihak.12 Undang-undang 

memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing. Ini membantu menciptakan iklim kerja yang lebih 

transparan dan teratur. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan 

diharapkan kedepannya PT. Arka Jaya Bersama dapat menerapkan hak-hak 

                                                             
10 Lie and Sitabuana, “Hak Pekerja Tidak Tetap (Outsourcing).” 
11 Talitha Zhafirah and H.R. Adianto Mardijono, “Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja 

Dalam Perjanjian Kontrak Kerja,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and 

Social-Political Governance 3, no. 1 (2023). 
12Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , 2020. 
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pekerja tidak tetap di perusahaannya. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini 

akan memberikan rekomendasi dan saran yang dapat digunakan oleh 

perusahaan maupun pemangku kebijakan untuk meningkatkan perlindungan 

bagi pekerja tidak tetap. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penulis bermaksud untuk memahami dan mengkaji lebih 

mendalam mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak-

hak pekerja tidak tetap dengan melakukan pengkajian dengan judul 

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) DI PT. ARKA 

JAYA BERSAMA. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perlindungan hukum hak-hak pekerja tidak tetap di PT. 

Arka Jaya Bersama ? 

2.  Apa kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan hak-hak 

nya di PT. Arka Jaya Bersama ? 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

7 
 

C. Ruang Lingkup  

Didalam penelitian ini dilakukan pembatasan permasalahan penelitian  

agar lebih fokus, lebih terarah sehingga pembatasan itu dilakukan hanya 

berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak pekerja tidak tetap di PT. Arka 

Jaya Bersama dan kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapat hak-

hak nya di PT. Arka Jaya Bersama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

penelitian ini juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan objek 

penelitian.  

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan 

sebagai berikut. 

a. Perlindungan hukum pekerja dalam mendapatkan hak-hak nya di PT. 

Arka Jaya Bersama. 

b. Kendala yang dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan hak-hak nya di 

PT. Arka Jaya Bersama. 

2.  Manfaat Penelitian. 

a. Manfaat Teoritis. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan 

konstribusi pemikiran terkait perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang hukum keperdataan.  
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b. Manfaat Praktis. Diharapkan hasil penelitian ini kedepannya dapat 

memberikan konstribusi kepada para pemangku kebijakan pemerintah 

untuk dapat melakukan evaluasi terkait peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang hak-hak pekerja.  

 

E. Kerangka Konseptual 

Menurut definisi, kerangka konseptual yaitu menjelaskan bagaimana 

konsep-konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas dan teliti :  

1. Perlindungan hukum adalah istilah yang mengacu pada berbagai 

tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberi perlindungan, sehingga individu merasa aman secara mental 

dan fisik dari gangguan serta ancaman yang mungkin muncul dari 

pihak mana pun. 13 

2. Hak-hak pekerja adalah pemenuhan hak dasar yang dijamin oleh 

konstitusi, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, 

yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.14 

3. Pekerja tidak tetap adalah pekerjaan yang dilakukan atas permintaan 

pemberi kerja, jumlah hari kerja yang mereka lakukan, atau jenis  

                                                             
13 “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum | Klinik Hukumonline.” 

Hukumonline,11October2023,https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-

perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/. Accessed 30 September 2024. 
14 Syamsul Alam and Mohammad Arif, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: 

Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara,” Kalabbirang Law Journal 2, no. 2 

(2020), https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang154. 
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pekerjaan yang mereka selesaikan dianggap sebagai pekerja tidak 

tetap.15 

4. Perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) adalah perjanjian kerja yang 

mengikat pemberi kerja dan pekerja untuk jangka waktu tertentu.16 

 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

 Hasil peneliti sebelumnya dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Maka 

di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.  

Tabel 1. Hasil Review Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Peneliti Judul & Tahun Hasil Penelitian 

1. Khoiriyah,Athika 

(Tesis 

Universitas Islam 

Negeri Maulana 

Malik ) 

“Perlindungan 

hak-hak Pekerja 

di CV. Kijang 

Mas Sidoarjo 

menurut Undang-

Undang 

Ketenagakerjaan 

dan Hukum 

Islam” ( 2019 ) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hak-hak perlindungan 

pekerja di CV Kijang Mas 

Sidoarjo belum seluruhnya 

diterapkan, dengan sedikit pekerja 

yang memenuhi hak nya. Di sisi 

lain, menurut hukum Islam, telah 

terpenuhi hak-hak buruh sesuai 

dengan syarat dan asas sepanjang 

tidak ada unsur paksaan, 

berdasarkan kemampuan dan 

                                                             
15 “Peraturan Perundang-Undangan Terbaru.” 
16 Tuti Haryanti, “Hukun Dan Masyarakat,” Tahkim 10, no. 2 (2014). 
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kesepakatan pihak lain yang 

berkehendak.17 

2. Niru Anita 

Sinaga dan 

Tiberius Zaluchu 

( Jurnal 

Teknologi 

industri ) 

“Perlindungan 

Hukum Hak-Hak 

Pekerja Dalam 

Hubungan 

Ketenagakerjaan 

di Indonesia” 

( 2021 ) 

Hasil penelitian jurnal ini 

melindungi pekerja dari kekuatan 

tak terbatas dari perusahaan atau 

employer melalui sistem hukum 

saat ini dapat membantu mencapai 

tujuan keadilan sosial dalam 

ketenagakerjaan.18 

3. Syamsul Alam, 

Mohammad Arif 

(Kalabbirang 

Law Journal) 

“Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Pekerja: 

Perspektif 

Tanggung 

Jawab 

Konstitusional 

Negara” 

(2020) 

Hasil penelitian ini 

memperlihatkan tujuan hak-hak 

mendasar  perlindungan hukum 

bagi para pekerja dan memastikan 

kesetaraan akses serta pelayanan 

yang baik bagi semua, sehingga 

kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya meningkat.19 

4. Rizaldy Pedju 

(Tesis 

“Pemenuhan 

Perlindungan 

Hasil penelitian tesis ini, untuk 

melindungi hak-hak pekerja, 

                                                             
17 Khoiriyah,Athika. 2019 . Perlindungan hak-hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo  

menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Tesis 
18 Sinaga and Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan 

Ketenagakerjaan Di Indonesia.” 
19 Alam and Arif, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab 

Konstitusional Negara.” 
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Universitas Sam 

Ratulangi ) 

Hak Pekerja 

Menurut Undang 

– Undang Nomor 

13 Tahun 2003 

Tentang 

Ketenagakerjaan” 

( 2016 ) 

Dinas Tenaga Kerja Kota 

Manado, telah mulai menekankan 

pentingnya kehidupan sosial dan 

pribadi pekerja melalui pemberian 

social security dan manfaat lain 

yang diatur oleh undang-undang 

yang berlaku. Namun, fokus 

utama tetap pada ketahanan dan 

produktivitas pekerja.20 

 

5. Fithriatus 

Shalihah  

( jurnal) 

“Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

(PKWT) Dalam 

Hubungan Kerja 

Menurut Hukum 

Ketenagakerjaan 

Indonesia Dalam 

Perspektif HAM” 

(2017) 

Hasil penelitian jurnal ini yaitu 

kearifan dan iktikad yang baik 

dari pengusaha adalah komponen 

penting dalam hubungan kerja. 

Meskipun Undang-undang telah 

menetapkan waktu maksimal, 

pengusaha masih dapat memilih 

waktu minimal untuk melindungi 

hak-hak buruh lebih dini21 

 

                                                             
20 Pedju, R. 2016 . “Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang – Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Tesis 
21 Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja 

Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM,” UIR Law Review 01 

(2017). 
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Pada penelitian ini akan memfokuskan pada aspek perlindungan hukum 

hak-hak pekerja tidak tetap dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Arka 

Jaya Bersama. Fokus utama terletak pada bagaimana hukum memberikan 

perlindungan kepada pekerja, serta hambatan yang dihadapi oleh pekerja untuk  

mendapatkan hak nya di perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian ini 

difokuskan di PT. Arka Jaya Bersama yang berlokasi di Kota Palembang, 

sehingga terdapat perbedaan lokasi penelitian pada keempat penelitian tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis 

penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang berdasarkan pada observasi 

atau pengalaman langsung. Metode yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau eksperimen untuk 

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. 

2. Sumber Data 

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber 

data primer dan sekunder..  

a. Data primer, merupakan hasil dari data penelitian dilapangan. Dalam 

skripsi ini data primer didapat melalui kepala bagian atau staf terkait di 

perusahaan tersebut.  
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b. Data sekunder, merupakan informasi yang didapatkan dari tinjauan 

pustaka dan berfungsi sebagai pembenaran hukum dan klarifikasi untuk 

data utama dikenal sebagai data sekunder.. 

1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat 

mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. 

2) Bahan sekunder adalah dokumen hukum yang meliputi buku, teks 

pakar, temuan dari studi sebelumnya, dan teori. 

3) Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, jurnal, dan informasi lain 

yang dapat memperjelas pengertian dokumen hukum primer dan 

sekunder, adalah yang menawarkan petunjuk dan deskripsi materi 

hukum primer dan sekunder. 

3. Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi atau 

penelitian literatur sebagai metode pengumpulan data. Proses ini melibatkan 

studi data sekunder, yang terdiri dari materi hukum primer seperti peraturan 

perundang-undangan bersama dengan materi hukum sekunder seperti karya 

ilmiah yang diterbitkan, makalah penelitian, jurnal, dan literatur.. 

4. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan memproses dan analisis data yang telah 

dimuat dalam bentuk teks, kemudian dikonstruksi secara kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah pendekatan pengelolaan dan analisis yang tidak berbasis 

statistik. Analisis data adalah proses pengolahan, manipulasi, pengorganisasian, 

dan penarikan kesimpulan data yang digunakan untuk menganalisis masalah 
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penelitian dan memastikan relevansinya dengan judul. Bahan yang diperoleh, 

baik dari hukum primer maupun sekunder, akan disusun dan dianalisis oleh 

penulis dengan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder untuk 

menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulis telah menyusun materi menjadi empat bab untuk membantu 

pemahaman dalam penulisan skripsi ini, di mana setiap bab akan diuraikan 

lebih lanjut ke dalam beberapa sub-bab. 

BAB I PENDAHULUAN  

 Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.   

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka yang meliputi, hukum ketenagakerjaan, hak-hak pekerja 

dan perusahaan, perjanjian kerja, dan perlindungan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Pembahasan yang membahas mengenai perlindungan hukum hak-hak 

pekerja tidak tetap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan kendala yang 

dihadapi oleh pekerja dalam mendapatkan hak-hak nya di PT. Arka Jaya 

Bersama. 

BAB IV PENUTUP  

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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